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KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA  

NOMOR :  050 /           / 604      
 
 

TENTANG 
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) KECAMATAN TINGKIR   

 TAHUN 2017 - 2022 
 

WALIKOTA SALATIGA, 
 

Menimbang :  a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2017-2022 telah 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga 

Nomor 1 Tahun 2018, sehingga perlu disusun Rencana 

Strategis (Renstra) Kecamatan Tingkir Kota Salatiga 

Tahun 2017 – 2022, sesuai dengan tugas dan 

fungsinya; 

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar 

pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdaya 

guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Rencana 

Strategis (Renstra) Kecamatan Tingkir Kota Salatiga 

Tahun 2017 – 2022 ;   

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan 

oleh Camat Tingkir atas nama Walikota. 

 

Mengingat  :  1. Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan 

Jawa Barat ; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara; 



 

 

 

 

5. Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan  Pembangunan Nasional; 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah; 

7. Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005 - 2025; 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang; 

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik; 

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial; 

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik; 

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 

14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara; 

15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan; 

16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal; 

 



 

 

 

 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah; 

24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2015 - 2019; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010  

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008; 

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-

2025; 

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 

Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009- 2029; 

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor  3 

Tahun 2017  perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Nomor  5 Tahun 2014 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2013 - 2018; 



 

 

 

 

30. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kota Salatiga Tahun 2005 - 2025; 

31. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga 

Tahun 2010 - 2030 

32. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

33. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor  1 Tahun 2018 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2022; 

34. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2012 

tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan 

Penyelenggaraan  Urusan Pemerintah Daerah Kepada 

Camat dan Lurah, sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 

2 tahun 2016 

35. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 51 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. 

 

 

M E M U T U S K A N 

 

Menetapkan : 

KESATU :  Rencana Strategis Kecamatan Tingkir Tahun 2017- 2022 

sebagai pedoman bagi Kecamatan Tingkir dalam 

perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada 

tahun 2017 -2022. 

 

KEDUA : Renstra sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU 

disusun dengan sistematika sebagai berikut :  

BAB I Pendahuluan 

BAB II Gambaran Pelayanan Kecamatan Tingkir 

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 



 

 

 

 

BAB IV Tujuan dan Sasaran 

BAB V Strategi dan Kebijakan 

BAB VI   Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, 

Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif 

BAB VII Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang 

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

BAB VIII Penutup 

 

KETIGA : Dokumen Renstra Kecamatan Tingkir Tahun 2017 -2022 

dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam diktum 

KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 Ditetapkan di : Salatiga 
pada tanggal  :                               2018 

a.n WALIKOTA SALATIGA 

CAMAT TINGKIR, 
 
 

 
 

 
NUNUK DARTINI 

 

 
 
Tembusan : 

 
1. Walikota Salatiga; 

2. Kepala Bapelibangda Kota Salatiga; 
3. Sekretaris Camat dan Kepala Seksi pada Kecamatan Tingkir ; 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 

2005–2025 telah mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Strategis OPD secara 

sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, 

dengan jenjang perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun 

maupun jangka pendek 1 (satu) tahun. Berdasarkan hal itu setiap 

OPD harus membuat Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja 

Tahunan (Renja).    

Rencana strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen 

perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang 

berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan 

sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada 

RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Kecamatan Tingkir Kota 

Salatiga Tahun 2017–2022 ini mengacu pada visi, misi dan program 

Walikota Salatiga yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam 

suatu periode masa jabatan.  

Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) 

Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan 

rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan 

Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra 

Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan 

Tingkir Kota Salatiga Tahun 2017 - 2022 berpedoman pada RPJP 

Daerah Kota Salatiga Tahun 2005 - 2025 dan dalam rangka 

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2017 - 2022 sesuai amanat Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri 54 Tahun 2010  tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. 

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah 
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dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, maka tuntutan 

reformasi birokarsi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya 

saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, 

keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia  

Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

memunculkan perbaikan, perubahan dan koreksi terhadap tatanan 

lama, akan membawa pengaruh terhadap kinerja aparatur 

pemerintah dan birokrasi yang meliputi perubahan budaya kerja dan 

struktur birokrasi Pemerintah Daerah semakin besar. Selain itu, 

perubahan orientasi dari kekuasaan semata menjadi pelayan 

masyarakat seharusnya mampu mendorong adanya peningkatan 

kinerja aparatur dan kesejahteraan masyarakat di daerah. 

Pemerintah dituntut untuk mempunyai visi, misi, sikap, 

perilaku, dan tata cara yang diyakini kebenarannya agar mampu 

menghantarkan sumber daya aparaturnya untuk melakukan 

interaksi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan  pembangunan 

serta pelayanan kepada masyarakat. 

Berdasarkan hal tersebut untuk menyelenggarakan 

pemerintahan yang efisien dan efektif perlu adanya suatu tahapan 

yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan 

akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. 

Bertolak pada kondisi tersebut maka perlu disusun upaya-

upaya nyata yang integral dan strategis untuk mengantisipasi 

berbagai masalah serta mengupayakan berbagai faktor internal 

maupun eksternal menjadi peluang yang akan meningkatkan kinerja 

bagi organisasi. 

Menghadapi kenyataan ini, diperlukan peningkatan 

pengembangan kemampuan pemerintah dengan menetapkan 

prioritas sasaran yang dipandang strategis dalam kerangka 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan 

perencanaan yang mampu mengoptimalkan pelayanan kepada 

masyarakat perlu disusun secara terpadu, sistematik dan konsisten. 

Perencanaan strategis merupakan jawaban atas perubahan 

nyata yang harus dilakukan oleh organisasi pemerintah yang 

memberikan pelayanan publik. Perencanaan strategis merupakan 
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suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 

kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan 

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau 

mungkin akan timbul.  

Kecamatan Tingkir sebagai unit Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) yang merupakan organisasi pelayanan publik sangatlah perlu 

untuk dapat menyusun rencana strategis tersebut dalam rangka 

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.   

 

1.2 LANDASAN HUKUM 

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan 

pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya 

yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, 

kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan 

dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat 

daerah. 

Penyusunan Renstra Kecamatan Tingkir ini dilakukan dengan 

melandaskan diri pada sejumlah aturan perundangan, antara lain : 

1. Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan 

Nepotisme; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara; 

5. Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan  Pembangunan Nasional; 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

7. Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik; 
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10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial; 

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik; 

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan; 

14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara; 

15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan; 

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah; 

24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 

2015 – 2019; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 
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26. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010  tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; 

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2005-2025; 

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2009– 2029; 

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor  3 Tahun 2017  

perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor  5 

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018; 

30. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga 

Tahun 2005 – 2025; 

31. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010 - 2030 

32. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

33. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor  1 Tahun 2018 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga 

Tahun 2017-2022; 

34. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan  Urusan 

Pemerintah Daerah Kepada Camat dan Lurah, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Salatiga 

Nomor 2 tahun 2016 

35. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 51 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Kecamatan dan Kelurahan. 

                        

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Renstra Kecamatan 

Tingkir Kota Salatiga tahun 2017- 2022 ini adalah sebagai berikut : 

1.3.1 Maksud 

Maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Tingkir adalah 

menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Tingkir 

untuk kurun waktu Tahun 2017 – 2022. 
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Renstra Kecamatan Tingkir mencakup gambaran kinerja, 

permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, 

kebijakan, program dan kegiatan di Kecamatan Tingkir 

sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-

2022 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tingkir. 

 

1.3.2 Tujuan  

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Tingkir Kota 

Salatiga, yaitu: 

a) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, 

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama 

kurun waktu tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam 

mendukung Visi dan Misi Walikota Salatiga. 

b) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program 

dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu 

tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian 

dan evaluasi kinerja Kecamatan Tingkir. 

c) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat 

daerah dalam menyusun Renja Kecamatan Tingkir yang 

merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah 

tahunan dalam kurun waktu tahun 2017-2022. 

                                        

1.4  SISTEMATIKA 

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Kecamatan 

Tingkir adalah sebagai berikut : 

Bab I  Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, 

maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana 

Strategis Kecamatan Tingkir tahun 2017-2022. 

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Tingkir 

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi 

Kecamatan Tingkir, sumber daya Kecamatan Tingkir, 

kinerja pelayanan Kecamatan Tingkir, serta tantangan dan 

peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Tingkir. 
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Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi  

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan 

berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan 

Tingkir, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan 

Renstra perangkat daerah Provinsi. 

Bab IV  Tujuan dan Sasaran 

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah 

Kecamatan Tingkir. 

Bab V  Strategi dan Kebijakan 

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan Kecamatan 

Tingkir.  

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, 

Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif 

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, 

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan 

Tingkir tahun 2017-2022. 

Bab VII Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada 

Tujuan dan Sasaran RPJMD 

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Kecamatan Tingkir 

mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Salatiga 

tahun 2017-2022. 

Bab VIII Penutup 

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah 

pelaksanaan Renstra Kecamatan Tingkir. 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 

Dalam kedudukan dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan memiliki 

posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah Kota 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, 

perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta 

mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan 

pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah 

bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan Tingkir yang berwibawa 

dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang semakin berkembang. 

Memenuhi maksud tersebut, maka pelaksanaan Pemerintah 

Kecamatan didasarkan pada  Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang 

kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Salatiga 

Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, serta dengan 

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelimpahan 

Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan  Urusan Pemerintah Daerah 

Kepada Camat dan Lurah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 2 tahun 2014, maka 

Camat juga menerima pelimpahan kewenangan penyelenggaraan 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). 

 

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tingkir 

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum 

pembentukan Kecamatan Tingkir, struktur organisasi Kecamatan 

Tingkir, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon 

dibawah Camat Tingkir, uraian tentang struktur organisasi kepala 

ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata 

laksana perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme). 
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Kecamatan Tingkir yang dipimpin oleh Camat sebagai 

koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayahnya 

mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan 

Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota, sesuai karateristik 

Wilayah, kebutuhan Daerah dan tugas Pemerintahan lainnya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan.  

 

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

Kecamatan Tingkir Kota Salatiga berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian 

dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Salatiga 

Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan 

Kelurahan, merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang 

mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang 

berada dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui 

Sekretaris Daerah Kota Salatiga. Susunan organisasi 

Kecamatan Tingkir adalah sebagai berikut :  

a) Camat Tingkir 

b) Sekretariat Kecamatan 

c) Seksi Pelayanan; 

d) Seksi Pemerintahan,    Ketenteraman    dan    Ketertiban 

Umum; 

e) Seksi Ekonomi dan Pembangunan;  

f) Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat; dan 

g) Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Gambar Susunan Organisasi Kecamatan : 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Uraian Tugas 

Sesuai Peraturan Walikota Salatiga Nomor 51 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, tugas 

pokok Kecamatan Tingkir adalah :  

“ Kecamatan mempunyai  tugas membantu  walikota  

dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan 

Pemerintahan,    pelayanan    publik,    dan  pemberdayaan 

masyarakat Kelurahan” 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kecamatan Tingkir 

menyelenggarakan fungsi : 

a) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan; 

b) Pelaksanaan koordinasi pelayanan publik; 

c) Pelaksanaan    koordinasi    pemberdayaan    masyarakat 

Kelurahan; 

d) Pelaksanaan administrasi Kecamatan; 

e) Pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Walikota 

terkait dengan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan 

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh 

Walikota Salatiga untuk menangani sebagian urusan 

Otonomi Daerah; 

Camat 

Sekretaris 

Kecamatan 

Subbagian 
Perencanaan 

dan Keuangan 

Subbagian 

Umum dan 

Kepegawaian 

Seksi Pelayanan Seksi 
Pemerintahan,    

Tramtibum 

Seksi Ekonomi 
dan 

Pembangunan 

Seksi Sosial 

dan Permas 

Kelurahan 

Kelompok 
Jabatan 

Fungsional 
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Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai 

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 51 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, sebagai berikut : 

a) Camat mempunyai  tugas membantu  walikota  dalam 

rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan 

Pemerintahan,    pelayanan    publik,    dan  

pemberdayaan masyarakat Kelurahan. 

Camat mempunyai fungsi Pelaksanaan koordinasi 

penyelenggaraan Pemerintahan; Pelaksanaan koordinasi 

pelayanan publik; Pelaksanaan koordinasi    

pemberdayaan    masyarakat Kelurahan; Pelaksanaan 

administrasi Kecamatan; Pelaksanaan  fungsi  lain  yang  

diberikan  oleh  Walikota terkait dengan tugas dan 

fungsinya. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang 

dilimpahkan oleh Walikota Salatiga untuk menangani 

sebagian urusan Otonomi Daerah; 

b) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas 

menyelenggarakan dukungan perencanaan, monitoring, 

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi 

Kecamatan serta administrasi kesekretariatan, keuangan 

dan kepegawaian Kecamatan. 

Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi perencanaan 

program dan kegiatan Sekretariat Kecamatan; 

pengoordinasian perencanaan kegiatan Seksi dan 

Kelurahan; penyelenggaraan program dan kegiatan 

Sekretariat Kecamatan; pengoordinasian pelaksanaan 

kegiatan Seksi dan Kelurahan; penyelenggaraan 

administrasi Kecamatan; pelaksanaan monitoring, evaluasi 

dan pelaporan program dan kegiatan Sekretariat 

Kecamatan; pengoordinasian monitoring, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan Seksi dan Kelurahan; dan pelaksanaan 

fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

c) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan 

koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan 

publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan 

dilingkup pelayanan perizinan dan non perizinan. 
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d) Seksi  Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum  

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi 

penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan 

pemberdayaan masyarakat Kelurahan dilingkup 

pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum. 

e) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas  

melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, 

pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat 

Kelurahan dilingkup ekonomi dan pembangunan. 

f) Seksi  Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai 

tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan 

Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan 

masyarakat Kelurahan dilingkup sosial dan pemberdayaan 

masyarakat. 

 

2.2 Sumber Daya Kecamatan Tingkir 

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang 

dimiliki Kecamatan tingkir dalam menjalankan tugas dan fungsinya, 

mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang 

masih operasional. 

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai) 

Jumlah Pegawai Kecamatan Tingkir berdasarkan 

Tingkat Pendidikan Tahun 2016, sebagai berikut : 

 

Tabel 2.1 
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

di Perangkat Daerah Tahun 2016 
 

No 
Tingkat 

Pendidikan 

Kategori 

Jumlah PNS Non PNS 

L P L P 

1 SMP Sederajat 1 1   2 

2 SMA Sederajat 15 5   20 

3 D2 1    1 

3 D3 3 11   14 

4 S1 23 14   37 

5 S2 3 2   5 

 Jumlah 46 33   79 
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Tabel 2.2 
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan  

di Perangkat Daerah Tahun 2016 
 

No Golongan 
Jumlah 

L P 

1 Golongan I 1 1 

2 Golongan II 15 10 

3 Golongan III 30 21 

4 Golongan IV  1 

 

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset) 

Kecamatan Tingkir menempati gedung kecamatan 

dengan lantai 1 di Jalan Marditomo Nomor 37 Salatiga. Untuk 

menunjang kegiatan administratif Kecamatan Tingkir  

didukung dengan sarana prasarana kendaraan 

dinas,perlengkapan dan peralatan gedung kantor, serta  

rumah tangga. Ketersediaan fasilitas perlengkapan kerja 

tersebut dinilai belum memadai untuk menunjang 

pelaksanaan tugas seluruh pejabat dan pegawai di Kecamatan 

Tingkir. 

 
Tabel 2.3 

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi  
di Kecamatan Tingkir Tahun 2016 

 

No Nama Bidang Barang 
Kondisi 

Satuan Jumlah 
Baik Rusak 

1 Tanah   m² 735.928 

2 Gedung 23 1 unit 24 

3 Kendaraan Roda 4  2 - unit 2 

4 Kendaraan Roda 2 62 - unit 62 

5 Lemari Besi 19 9 unit 28 

6 Rak Besi 10 4 unit 14 

7 Filling Kabinet 62 16 unit 78 

8 Almari Kayu 11 5 unit 26 

9 Almari Kayu Kaca 18 - unit 18 

10 Almari Kaca 4 - unit 4 

11 Meja Pelayanan 5 - unit 5 

12 Meja Rapat 59 7 unit 66 

13 Meja Kerja 92 22 unit 114 

14 Meja Komputer 18 2 unit 20 
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15 Meja Kursi Tamu 17 2 set 19 

16 Kursi Tunggu 16 2 unit 18 

17 Kursi Kerja 115 25 unit 140 

18 Kursi Lipat 550 25 unit 575 

19 Komputer PC 37 8 unit 45 

20 Laptop/Notebook 22 8 unit 30 

21 Printer 36 18 unit 54 

22 UPS 25 5 unit 30 

23 LCD Proyektor 11 7 unit 18 

24 Mesin Ketik 8 2 unit 10 

25 Mesin Absen 9 4 unit 13 

26 Reuter Board 8 - Unit 8 

27 Televisi 15 4 unit 19 

28 Kamera Digital 8 4 unit 12 

29 AC 6 2 unit 8 

30 Kipas Angin 11 5 unit 16 

31 Mesin pemotong Rumput 3 - unit 3 

32 Gerobak Sampah 8 - unit 8 

 

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat 

Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah 

periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau 

indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator 

lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh 

pemerintah. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil 

pengisian Tabel 2.4 dan tabel 2.5 dengan format sebagai berikut: 
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Tabel 2.4 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tingkir 

Kota Salatiga Tahun 2011-2016 

                       

No 
Indikator Kinerja Sesuai 

Tugas dan Fungsi SKPD 

Target 

SPM 

Target 

IKU 

Target 

Indikator 
Lainnya 

Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun  Rasio Capaian pada Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 

                                              

1. Tingkat Kepuasan 
Masyarakat atas 

Pelayanan Kecamatan 
       hilang   0 100 85 100     0 83 70  0     0% 83% 82% 0% 

2. Jumlah Usulan dalam 
Musrenbang yang 

Diakomodir 

          300 104 100 50     379 39 63  57     126% 38% 63% 69% 

3. Jumlah Linmas yang 
terlatih 

        70 70 70 78 70   70 70 70 75  70   100% 100% 100% 100% 100% 

4. Jumlah PKK yang Aktif 
dalam Melaksanakan 
Program Kerja 

        7 7 7 7 7   7 7 7 8  8   100% 100% 100% 100% 100% 

5. Jumlah PKK yang dibina         7 7 7 7 7   7 7 7 8  8   100% 100% 100% 100% 100% 

6. Jumlah LPMK yang 
dibina 

        7 7 7 7 7   7 7 7 8  8   100% 100% 100% 100% 100% 

                       

               
Salatiga,       Desember 2017 

 

               
CAMAT TINGKIR 

 

                       

                       

               
NUNUK DARTINI, S.Pd, M.Si 

 

               
Pembina Tk. I 

 

               
NIP. 19650710 198610 1 006 
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Tabel 2.5 
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tingkir 

Kota Salatiga 
 

 

Uraian 
Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- 

Rata-rata 

pertumbuhan 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 
Belanja tidak 
langsung  hilang                                       

-  Belanja pegawai 4.520,47 4.934,18 5.366,76 5.840,91 6.273,86 7.422,59 4.195,85 4.595,43 4.858,05 5.288,79 6.155,14 7.017,84 92,8% 93,1% 90,5% 90,5% 98,1%  94,5% 580,42 564,39 

                              
 

          

Belanja langsung                             
 

          

-  Belanja pegawai 81,02 115.07 146,37 67230 850,68 1.070,03 78,12 109,27 139,19 653,03 782,82  1.028,83 96,4% 95,0% 95,1% 97,1% 92,0%  96,1% 197,98 190.14 

- Belanja barang dan 

jasa 303,07 347.33 408,24 643,88 837,21 1.051,56 271,98 324,44 325,72 578,33 780.03  1,003.10 89,7% 93,4% 79,8% 89,8% 93,2%  95,3% 149.69 146,22 

-  Belanja modal 14,91 54.82 899,26 354,28 456,21 764,25 14,91 54,82 898,69 348,07 431,87  748.09 100,0% 

100,0

% 99,9% 98,2% 94,7%  97,8% 149,68 146,63 

                              

 

          

Total 4.919,47 5,451.40 6.820,62 7.511,36 8.417,96 10.308,45 4.560,86 5.083,96 6.221,64 6.868,23 8.149,86 9.797,88 92,7% 93,2% 91,2% 91,4% 96,8% 95% 1.252,72 1.047,40 

               

 
Salatiga,       Desember 2017 

 Diberi analisis
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD 

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, 

Kecamatan Tingkir mempunyai tantangan sekaligus peluang dalam 

meningkatkan kualitas capaian kinerja, tantangan yang dimiliki 

Kecamatan Tingkir antara lain : 

1) Kecamatan hanya sebagai koordinator dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan di wilayahnya, mempunyai tugas dan fungsi 

melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh 

Walikota, sesuai karateristik Wilayah, kebutuhan Daerah dan 

tugas Pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan; 

2) Tidak seimbangnya kualitas dan kuantitas SDM dengan beban 

tugas yang harus diselesaikan, beban tugas yang banyak tidak 

diimbangi dengan jumlah pegawai yang memadai, baik dari segi 

kualitas maupun kuantitas pegawai, sehingga mengakibatkan 

terjadinya penumpukan pekerjaan tertentu pada beberapa pegawai 

saja; 

3) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan 

perencanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan; 

4) Banyaknya lembaga kemasyarakatan yang belum optimal baik 

kinerja maupun SDM lembaga-lembaga tersebut di tingkat 

kelurahan dan kecamatan. 

Peluang yang dimiliki Kecamatan Tingkir antara lain :  

1) Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang pada 

Kecamatan Tingkir untuk meningkatkan kinerja; 

2) Membuat perencanaan yang matang dan terorganisir untuk 

mendukung pelaksanaan tugas, fungsi serta program/kegiatan 

yang akan dilaksanakan; 

3) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar dapat 

mengakomodir usulan pembangunan dari masyarakat yang 

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat melalui hasil 

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan; 
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4) Penguatan kelembagaan masyarakat  di kelurahan dan kecamatan 

untuk dapat saling koordinasi dan melalukan hubungan yang baik 

antara aparatur pemerintah Kecamatan dengan Kelurahan serta 

lembaga lintas sektoral untuk bersama-sama memberikan 

kesadaran akan pentingnya peran serta masyarakat 

pembangunan; 
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BAB III 

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan Kecamatan Tingkir 

Permasalahan Kecamatan Tingkir merupakan “gap expectation” 

antara kinerja Kecamatan Tingkir yang dicapai saat ini dengan yang 

direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang 

dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan 

Kecamatan Tingkir pada umumnya timbul dari tantangan yang belum 

diatasi dan  peluang yang tidak dimanfaatkan. 

Perumusan permasalahan pelayanan Kecamatan Tingkir akan 

mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan/kegagalan kinerja di masa lalu, dilakukan dengan 

menganalisis lingkungan internal dan maupun eksternal. 

Permasalahan Kecamatan Tingkir yang teridentifikasi menjadi input 

bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai 

RPJPD. Permasalahan Kecamatan Tingkir dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

Sekretariat Kecamatan : 

1. Kurangnya ketersediaan jumlah aparatur yang sesuai dengan ABK; 

2. Kurangnya jumlah aparatur yang memiliki standar kompetensi 

jabatan; 

3. Masih kurang memadainya Sarana dan Prasarana dalam 

menunjang kinerja kantor; 

4. Belum adanya integrasi data : perijinan, PBB, absensi pegawai; 

5. Ketersediaan jaringan internet dan intranet masih kurangSeksi 

pelayanan. 

Seksi Pelayanan : 

1. Belum adanya SDM yang secara teknis untuk pelayanan PATEN; 

2. Belum optimalnya pemenuhan aplikasi untuk PATEN, yang 

tersedia saat ini hanya IUMK; 

3. Belum konsistennya SOP untuk pelaksanaan pelayanan paten 

(perijinan dan non perijinan), sering berubah-ubah; 

4. Belum optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan; 

5. Belum optimalnya penyebaran informasi persayaratan pelayanan 

kepada masyarakat, terutama ditingkat kelurahan. 



Renstra Kecamatan Tingkir Tahun 2017 - 2022 20 
 

6. Masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui syarat-syarat 

mengurus administrasi kependudukan 

7. Belum optimalnya pembinaan terhadap petugas pelayanan 

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum : 

1. Belum adanya SDM teknis yang secara khusus untuk pelayanan 

PBB; 

2. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam membayar PBB; 

3. Kurangnya koordinasi pembinaan dan penguatan kelembagaan 

antar kecamatan dengan OPD teknis; 

4. Belum optimalnya implementasi SOP penanggulangaan bencana di 

tingkat kecamatan dan kelurahan; 

5. Belum adanya sinkronisasi dalam aplikasi sistem data 

kependudukan antara kecamatan dan kelurahan; 

6. Kurangnya kesejahteraan petugas linmas; 

7. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan Satlinmas dalam 

mendukung trantibum di lingkungan; 

8. Kurangnya jumlah anggota linmas kecamatan. 

Seksi Ekonomi dan Pembangunan : 

1. Belum adanya SDM yang secara teknis menguasai Perencanaan 

Pembangunan; 

2. Belum memadainya sarpras penunjang kerja pembangunan; 

3. Belum optimalnya pendampingan usaha kecil menengah dalam 

meningkatkan perekonomian masyarakat; 

4. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyelesaian SPJ 

dana hibah; 

5. Kurangnya ajang promosi potensi produk unggulan di kecamatan. 

Seksi Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat : 

1. Belum optimalnya fungsi dan pelyanan bidang sosial dan 

pemberdayaan masyarakat; 

2. Kurang maksimalnya pembinaan terhadap lembaga sos-permas; 

3. Masih kurangnya personil di seksi Sosialisasi dan Pemberdayaan 

Masyarakat; 

4. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyakat dalam 

pengelolaan lingkungan; 

5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan 

memelihara lingkungan. 
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3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan wakil walikota 

salatiga 

Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga merupakan 

hasil proses politik terpilihnya Kepala daerah dan wakil kepala 

daerah secara langsung oleh masyarakat, visi dijadikan substansi 

dan rujukan utama penyusunan RPJMD untuk lima tahun yang 

akan datang. Visi pembangunan jangka menengah Kota Salatiga 

Tahun 2017-2022 adalah : 

“Salatiga HATI BERIMAN yang SMART” 

Berdasarkan pernyataan visi di atas, maka terdapat makna 

yang terkandung dalam visi tersebut berdasarkan masing-masng 

frase. Visi Kota Salatiga memiliki dua frase, yaitu kata HATI 

BERIMAN dan kata SMART. Kata HATI BERIMAN merupakan 

singkatan dari kata SEHAT, TERTIB, INDAH dan AMAN. Sementara 

itu kata SMART merupakan singkatan dari SEJAHTERA, MANDIRI  

dan BERMARTABAT. 

Untuk mencapai visi Kota Salatiga Hari Beriman yang Smart 

ditetapkan 9 (sembilan) misi seagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM 

yang handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya; 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan 

keluarga berencana; 

3. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah; 

4. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur 

perkotaan yang berwawasan lingkungan;  

5. Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan 

lingkungan permukiman kota; 

6. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan 

perlindungan anak;  

7. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada 

Usaha Menengah, Kecil dan Mikro; 

8. Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik 

investasi dan memperluas akses lapangan pekerjaan; 

9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan 

tatakelola pemerintahan yang baik (good governance). 
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Menelaah visi, misi dan program dalam RPJMD ditujukan untuk 

memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan untuk 

mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD 

yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi RPJMD tersebut. 

Unsur Visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan 

Tingkir adalah Sejahtera Mempunyai arti masyarakat yang sehat, 

terdidik dan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, yang 

dicapai melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan layanan dasar, 

fasilitas umum, pelayanan publik dan pembangunan berwawasan 

lingkungan. 

Unsur Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan 

Tingkir adalah “meningkatkan kualitas pelayanan publik dan 

mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good 

governance)”. 

Sedangkan Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam 

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah 

pada Kecamatan Tingkir  

 

Tabel 3.1 
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah  

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah 
 

No Misi RPJMD 
Permasalahan 

Pelayanan OPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

1 Misi meningkatkan 

kualitas pelayanan 
publik dan mewujudkan 

tatakelola pemerintahan 

yang baik (good 

governance). 

Belum optimalnya 

fungsi pembinaan 
terhadap kelompok-

kelompok 

pemberdayaan 

masyarakat; 

Dibutuhkan 

dana yang besar 
untuk 

pembinaan 

terhadap 

kelompok-

kelompok 
pemberdayaan 

masyarakat 

Keberadaan 

kelompok-
kelompok 

pemberdayaan 

masyarakat  

sebagai ujung 

tombak 
pemerintah 

daerah dalam 

pembangunan 

  Belum optimalnya 

fungsi partisipasi 

masyarakat dalam 

perencanaan 
pembangunan dan 

kebersihan 

lingkungan; 

Tidak semua 

perencanaan dari 

masyarakat 

masuk kedalam 
APBD, belum 

adanya SDM 

yang secara 

tehnis 

menguasai 
perencanaan 

pembangunan 

Pelaksanaan 

musrenbang 

dilakukan 

secara 
berjenjang dan 

berkelanjutan 
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No Misi RPJMD 
Permasalahan 

Pelayanan OPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

   Tingkat 

kesadaran 

masyarakat akan 

kebersihan 
lingkungan 

masing kurang 

Semangat 

gotong royong 

masyarakat 

dalam  
melaksanakan 

kerja bakti 

  Belum optimalnya 

penyelenggaraan 

PATEN di Kecamatan; 

belum adanya 

aplikasi dan 

SDM yang secara 

teknis untuk 
pelayanan 

PATEN 

Adanya 

dukungan 

anggaran untuk 

kegiatan PATEN 
yang 

dituangkan 

dalam DPA 

   SOP pelayanan 

PATEN masih 

bersifat dinamis 

dan belum 
optimalnya 

sistem layanan 

informasi dan 

pengaduan 

Adanya solusi 

dari 

permasalahan 

yang timbul dari 
pelayanan 

PATEN 

  Masih kurangnya 

penyebar luasan 
informasi layanan 

yang diselenggarakan 

di kecamatan; 

Terbatasnya 

lingkup 
sosialisasi yang  

dilakukan dalam 

penyebar luasan 

informasi 

layanan 

Adanya 

dukungan 
anggaran 

deseminasi yang 

dapat 

dituangkan 

dalam DPA 

   Ketersediaan 
jaringan internet 

dan intranet 

masih terbatas 

Penambahan 
akses Internet 

dari dinas 

terkait dalam 

pelayanan  

  Masih kurangnya 

kesadaran 

masyarakat dalam 
membayar PBB P2; 

Tidak semua 

SPPT PBB 

beralamatkan 
sesuai dengan 

pemilik  

Intensifikasi 

PBB yang 

didukung APBD 

  Masih kurangnya 

pelaksanaan fungsi-

fungsi koordinasi 

dengan OPD  terkait 

Persepsi OPD 

terkait dengan 

kecamatan 

belum sama 
dalam berbagai 

hal 

Memperbaiki 

fungsi-fungsi 

koordinasi 

dengan OPD  
terkait 

 

 

Masih kurangnya 

SDM dan sarana 

prasarana dalam 

meningkatkan 

pelayanan publik 

Adanya 

moratorium PNS 

sehingga tidak 

bisa minta 

penambahan 
personil, 

terutama staf 

Adanya 

pelatihan yang 

diselenggaran 

oleh SKPD 

terkait 
 

 

 

 Sarana dan 

prasarana 

pelayanan belum 

sesuai dengan 
standart 

pelayanan publik 

SKPD bisa 

memenuhi 

sarana 

prasarana 
pelayanan 

secara bertahap 
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No Misi RPJMD 
Permasalahan 

Pelayanan OPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

 

 

Menurunnya minat 

masyarakat untuk 

menjadi anggota 

linmas dari tahun ke 
tahun 

Kesejahteraan 

anggota linmas 

masih kurang 

Semangat 

patroitisme 

anggota linmas 

yang ada 

 

 

 Kurangnya 

pengetahuan dan 

ketrampilan  

anggota linmas 

Adanya 

kegiatan 

pembinaan 

anggota linmas 

 

 

Hasil identifikasi OPD tentang faktor penghambat dan pendorong 

pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi 

RPJMD ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis 

pelayanan OPD.  

Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja 

berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga 

berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor penghambat pada 

Kecamatan Tingkir agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi 

dan misi RPJMD. 

 

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi 

Kecamatan sebagai perangkat daerah pelayanan di kota   tidak 

memiliki keterkaitan secara organisatoris dengan perangkat daerah 

ditingkat prop maupun dengan kementrian/lembaga di tingkat 

nasional. 

 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis 

Tidak memiliki program maupun kegiatan yang berdampak pada 

perubahan tata ruang dan kondisi lingkungan hidup di salatiga. 

 

 

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis 

Berdasarkan pada situasi, kondisi dan permasalahan 

Kecamatan Tingkir diatas sesuai dengan visi dan misi Walikota dan 

Wakil Walikota yang diselaraskan dengan prioritas peningkatan 
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pelayanan prima di kecamatan, maka dapat dirumuskan beberapa 

isu strategis yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu : 

1. Belum optimalnya fungsi pembinaan terhadap kelompok-kelompok 

pemberdayaan masyarakat; 

2. Belum optimalnya fungsi partisipasi masyarakat dalam 

perencanaan pembangunan dan kebersihan lingkungan; 

3. Belum optimalnya penyelenggaraan PATEN di Kecamatan; 

4. Masih kurangnya penyebar luasan informasi layanan yang 

diselenggarakan di kecamatan; 

5. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB P2; 

6. Masih kurangnya pelaksanaan fungsi-fungsi koordinasi dengan 

OPD  terkait; 

7. Masih kurangnya SDM dan sarana prasarana dalam meningkatkan 

pelayanan public; 

8. Menurunnya minat masyarakat untuk menjadi anggota linmas dari 

tahun ke tahun. 
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BAB IV 

TUJUAN dan SASARAN 

   

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD 

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis 

yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan 

pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan 

menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama 5 (lima) 

tahun. 

Tujuan yang ditetapkan dalam rangka menjawab  isu strategis 

berdasarkan tugas dan fungsi kecamatan yaitu meningkatkan 

kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan sasaran sebagai 

berikut : 

1. Meningkatnya peran kelompok-kelompok pemberdayaan 

masyarakat; 

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan dan kebersihan lingkungan; 

3. Meningkatnya kualitas kecepatan dan ketepatan layanan PATEN  

4. Meningkatnya penyebar luasan informasi layanan kepada 

masyarakat; 

5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membayar PBB P2 

6. Meningkatnya  kapasitas SDM aparatur di kecamatan; 

7. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana dalam menunjang 

kinerja aparatur; 

8. Meningkatnya ketersediaan  linmas sesuai kebutuhan 

masyarakat. 

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah        

kecamatan  tingkir  beserta  indicator  kinerjanya  disajikan          

dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini :
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Tabel 4.1 
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD 

 

Tujuan 
Indikator 

Tujuan 
Sasaran Indikator Sasaran Satuan 

Kondisi 
Awal 

Target Kinerja Sasaran 
Target Akhir 

Renstra 
Tahun 0 

Tahun 
ke-1 

Tahun 
ke-2 

Tahun 
ke-3 

Tahun 
ke-4 

Tahun 
ke-5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

meningkatkan 
kualitas 
pelayanan 
kepada 
masyarakat 

Survey 
Kepuasan 
Masyarakat 

meningkatnya peran 
kelompok-kelompok 
pemberdayaan 
masyarakat 

Tingkat Fasilitasi 
kegiatan  
kelembagaan di 
Kecamatan dan 
kelurahan 

% 78 82 83 84 85 86 86 
 
 

    meningkatnya 
partisipasi 
masyarakat dalam 
perencanaan 
pembangunan  

Presentase realisasi 
usulan hasil 
musrenbang 

% 50 53 55 56 58 60 60 

    meningkatnya 
partisipasi 
masyarakat dalam 
kebersihan 
lingkungan 

Cakupan RW 
berprestasi di bidang 
kebersihan dan 
kesehatan 
lingkungan 

% 83 83 84 84 85 85 85 

    meningkatnya 
kualitas kecepatan 
dan ketepatan 
layanan PATEN  

presentase layanan 
perijinan PATEN 
yang diterbitkan 

% 90 91 92 93 94 95 95 

    meningkatnya 
penyebar luasan 

informasi layanan 
kepada masyarakat 

cakupan wilayah 
yang mendapatkan 

sosialiasi informasi 
pelayanan 

%        

    meningkatnya 
partisipasi 
masyarakat dalam 
membayar PBB P2 

Tingkat Ketepatan 
waktu wajib pajak 
membayar PBB P2 

%      63               65 66 67 68 69 69 
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Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Sasaran Indikator Sasaran Satuan 

Kondisi 
Awal 

Target Kinerja Sasaran 
Target Akhir 

Renstra 
Tahun 0 

Tahun 

ke-1 

Tahun 

ke-2 

Tahun 

ke-3 

Tahun 

ke-4 

Tahun 

ke-5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

    meningkatnya  
kapasitas SDM 
aparatur di 

kecamatan  

presentase SDM 
yang mendapatkan 
peningkatan 

kapasitas 

% 100 100 100 100 100 100 100 
 

    meningkatnya 
ketersediaan sarana 
prasarana dalam 
menunjang kinerja 
aparatur 

presentase  sarana 
dan prasarana dalam 
kondisi baik 

% 86 86 87 87 89 88 88 

    meningkatnya 
ketersediaan  linmas 
sesuai kebutuhan 
masyarakat  

presentase linmas 
aktif di kecamatan 
tingkir 

% 55 57 59 60 61 63 63 



Renstra Kecamatan Tingkir Tahun 2017 - 2022 29 
 

 

BAB V 

STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

   

5.1. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah   

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan 

perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai 

tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan 

yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana 

untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja 

birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas 

pembangunan, tapi juga segala program yang mendukung dan 

menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan 

baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan 

kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi 

informasi. 

Perumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang 

menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta 

selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan 

Strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana 

OPD menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder 

layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang 

menunjukkan bagaiman strategi tersebut menciptakan nilai 

(strategic objective). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali 

indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk 

menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa 

transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih 

baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, 

strategi harus dikendalikan dan dievaluai (learning process). 

5.1.1 Strategi 

Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan 

visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rencana kerja yang 

actionable. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan 

untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka 

dianggap strategis. Untuk mencapai  sasaran jangka menengah 
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Kecamatan Tingkir ditetapkan strategi pencapaian sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan peran kelompok-kelompok pemberdayaan 

masyarakat melalui pembinaan, fasilitasi kegiatan, 

pemberian stimulant. 

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan melalui musrenbang, sosialisasi, 

pendampingan kelompok penerima bantuan.  

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebersihan 

lingkungan melalui sosialisasi, lomba kebersihan, pelatihan 

pengelolaan persampahan. 

4. Meningkatkan kualitas kecepatan dan ketepatan layanan 

PATEN melalui sosialisasi, penetapan SOP, peningkatan 

dan sarana prasarana, peningkatan kualitas SDM. 

5. Meningkatkan penyebar luasan informasi layanan kepada 

masyarakat melalui sosialiasi, pembuatan data potensi dan 

profil, pembuatan leaflet. 

6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar 

PBB P2  melalui Penyampaian SPPT PBB, sosialisasi PBB, 

pekan pelayanan keliling PBB, pendataan SPOP, undian 

Hadiah PBB, lomba pencapaian target PBB. 

7. Meningkatkan  kapasitas SDM aparatur di kecamatan 

melaui, pendidikan dan pelatihan, pembinaan aparatur, 

pemberian reward dan punishment. 

8. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dalam 

menunjang kinerja aparatur melalui pengadaan, 

pemeliharaan, rehabilitasi sarana dan prasarana. 

9. Meningkatkan ketersediaan  linmas sesuai kebutuhan 

masyarakat melalui pembinaan, pemberian insentif dan 

pemberian fasilitas. 

 

5.1.2 Kebijakan 

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam 

melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, 

agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. 

1. Peningkatan peran kelompok pemberdayaan masyarakat 

difokuskan pada pendampingan dan pemberian bop untuk 
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meningkatkan motivasi kinerja kelompok pemberdayaan 

masyarakat. 

2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan diprioritaskan musrenbang, sosialisasi, 

pendampingan kelompok penerima bantuan. 

3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan 

lingkungan diprioritaskan dengan sosialisasi dan lomba 

kebersihan. 

4. Peningkatan kualitas kecepatan dan ketepatan layanan 

PATEN diprioritaskan pada pengendalian pelaksanaan SOP 

pelayanan, pengadaan sarana dan prasarana. 

5. Peningkatan penyebar luasan informasi layanan kepada 

masyarakat difokuskan pada sosialisasi PATEN. 

6. Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB 

P2 diprioritaskan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi 

PBB P2. 

7. Peningkatan  kapasitas SDM aparatur di kecamatan 

difokuskan dengan pembinaan aparatur, pemberian reward 

dan punishment. 

8. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana dalam 

menunjang kinerja aparatur difokuskan pengadaan, 

pemeliharaan, rehabilitasi sarana dan prasarana. 

9. Peningkatan ketersediaan linmas sesuai kebutuhan 

masyarakat difokuskan pada pembinaan anggota linmas. 

 
Rumusan strategi dan kebijakan Kecamatan Tingkir disajikan dalam 

tabel 5.1 sebagai berikut : 

 
Tabel 5.1 

Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Tingkir 

 

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

meningkatkan 
kualitas pelayanan 
kepada masyarakat 

Meningkatnya peran 
kelompok-kelompok 
pemberdayaan 

masyarakat 

Meningkatkan peran 
kelompok-kelompok 
pemberdayaan masyarakat 

melalui pembinaan, 
fasilitasi kegiatan, 
pemberian stimulan 

peningkatan peran 
kelompok pemberdayaan 
masyarakat difokuskan 

pada pendampingan dan 
pemberian bop untuk 
meningkatkan motivasi 
kinerja kelompok 
pemberdayaan 
masyarakat 

  meningkatnya 
partisipasi masyarakat 
dalam perencanaan 
pembangunan  

meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam 
perencanaan pembangunan 
melalui musrenbang, 
sosialisasi, pendampingan 

peningkatan partisipasi 
masyarakat dalam 
perencanaan 
pembangunan 
diprioritaskan 
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kelompok penerima 
bantuan  

musrenbang, sosialisasi, 
pendampingan kelompok 
penerima bantuan  
 
 

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

  meningkatnya 
partisipasi masyarakat 
dalam kebersihan 
lingkungan 

meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam 
kebersihan lingkungan 
melalui sosialisasi, lomba 
kebersihan, pelatihan 
pengelolaan persampahan 

peningkatan partisipasi 
masyarakat dalam 
kebersihan lingkungan 
diprioritaskan dengan 
sosialisasi dan lomba 
kebersihan 

  meningkatnya kualitas 
kecepatan dan 
ketepatan layanan 
PATEN  

meningkatkan kualitas 
kecepatan dan ketepatan 
layanan PATEN melalui 
sosialisasi, penetapan SOP, 

peningkatan dan sarana 
prasarana, peningkatan 
kualitas SDM 

peningkatan kualitas 
kecepatan dan ketepatan 
layanan PATEN 
diprioritaskan pada 

pengendalian 
pelaksanaan SOP 
pelayanan, pengadaan 
sarana dan prasarana  

  meningkatnya penyebar 
luasan informasi 
layanan kepada 
masyarakat 

meningkatkan penyebar 
luasan informasi layanan 
kepada masyarakat melalui 
sosialiasi, pembuatan data 
potensi dan profil, 
pembuatan leaflet  

peningkatan penyebar 
luasan informasi layanan 
kepada masyarakat 
difokuskan pada 
sosialisasi PATEN 

  meningkatnya 
partisipasi masyarakat 
dalam membayar PBB 
P2 

meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam 
membayar PBB P2  melalui 
Penyampaian SPPT PBB, 
sosialisasi PBB, pekan 
pelayanan keliling PBB, 
pendataan SPOP, undian 
Hadiah PBB, lomba 
pencapaian target PBB 

peningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam 
membayar PBB P2 
diprioritaskan dengan 
intensifikasi dan 
ekstensifikasi PBB P2 

  meningkatnya  
kapasitas SDM aparatur 
di kecamatan  

meningkatkan  kapasitas 
SDM aparatur di 
kecamatan melaui, 
pendidikan dan pelatihan, 
pembinaan aparatur, 
pemberian reward dan 
punishment  

Peningkatan  kapasitas 
SDM aparatur di 
kecamatan difokuskan 
dengan pembinaan 
aparatur, pemberian 
reward dan punishment  

  meningkatnya 
ketersediaan sarana 
prasarana dalam 
menunjang kinerja 
aparatur 

meningkatkan ketersediaan 
sarana prasarana dalam 
menunjang kinerja 
aparatur melalui 
pengadaan, pemeliharaan, 
rehabilitasi sarana dan 
prasarana 

peningkatan ketersediaan 
sarana prasarana dalam 
menunjang kinerja 
aparatur difokuskan 
pengadaan, 
pemeliharaan, rehabilitasi 
sarana dan prasarana 

  meningkatnya 
ketersediaan  linmas 
sesuai kebutuhan 
masyarakat  

meningkatkan ketersediaan  
linmas sesuai kebutuhan 
masyarakat melalui 
pembinaan, pemberian 
insentif dan pemberian 
fasilitas 

peningkatan ketersediaan  
linmas sesuai kebutuhan 
masyarakat difokuskan 
pada pembinaan anggota 
linmas 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, 

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 

 

 

Program perangkat daerah merupakan program prioritas RPJMD 

yang sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan tingkir. Rencana program 

dan kegiatan dalam rangka menjawab tujuan dan sasaran jangka 

menengah kecamatan tingkir tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut : 

 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan 

sebagai berikut : 

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 

c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah; 

d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional/ 

Perpanjangan STNK; 

e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; 

f. Penyediaan Alat Tulis Kantor; 

g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 

h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor; 

i. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; 

j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; 

k. Penyediaan Bahan Logistik; 

l. Penyediaan Makanan dan Minuman; 

m. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah; 

n. Pelayanan Administrasi Teknis/Keamanan. 

 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 

kegiatan sebagai berikut : 

a. Pembangunan Gedung Kantor; 

b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; 

c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; 

d. Pengadaan Mebeleur; 
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e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; 

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; 

g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; 

h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; 

i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman; 

j. Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor. 

 

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur  

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya. 

 

4. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan 

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD. 

 

5. Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan 

daerah 

a. Intensifikasi PBB. 

 

6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 

a. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan; 

b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan 

Masyarakat; 

c. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa; 

d. Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Penyelenggaraan 

Pemerintahan Kelurahan; 

e. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan. 

 

7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun 

Desa 

a. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa; 

b. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan. 
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8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Daerah 

a. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pembangunan 

Kawasan Pedesaaan; 

b. Penyelenggaraan Musrenbang. 

 

9. Program Pengelolaan Areal Pemakaman 

a. Koordinasi Pengelolaan Areal Pemakaman. 

 

10. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 

a. Pengembangan Taman Rekreasi. 

 

11. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu 

a. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan perijinan. 

 

12. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 

a. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya. 

 

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, 

dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini : 
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Tabel 6.1 

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif 

Kecamatan Tingkir 

Kota Salatiga 

 

Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada 

masyarakat

meningkatnya  kapasitas 

SDM aparatur di 

kecamatan 

presentase SDM yang 

mendapatkan 

peningkatan kapasitas

5.05 - 5.5.0200 -1 Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Terlaksananya Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

619.750 621.560 663.870 693.355 724.343 752.676 4.075.554 Kecamatan 

Tingkir

5.05 - 5.5.0200 -1.1 Penyediaan jasa surat 

menyurat

Tersedianya materai 3000 dan 

6000

lembar 836 1733 8.000        1943 8.800 2208 9.680 2260 10.164 2350 10.672 2485 11.205      12952 58.521

5.05 - 5.5.0200 -1.2 Penyediaan jasa komunikasi, 

sumber daya air dan listrik

Terbayarnya tagihan air, listrik 

dan telepon

lokasi 8 8 55.000      8 67.000 8 73.700 8 77.385 8 81.254 8 85.316      8 439.655

5.05 - 5.5.0200 -1.5 Penyediaan Jasa Jaminan 

Barang Milik Daerah

Terbayarnya asuransi 

kendaraan dinas

unit -           1 3.500 1 3.850 1 4.042 1 4.245 1 4.450        1 20.087

5.05 - 5.5.0200 -1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan 

kendaraan dinas/ operasional/ 

perpanjangan STNK

Terbayarnya pajak kendaraan 

dinas 2 mobil dan 62 motor

unit 66 52 8.000        52 8.800 52 9.680 52 10.164 52 10.672 52 11.205      52 58.521

5.05 - 5.5.0200 -1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan 

Kantor

Terbayarnya jasa kebersihan 

Kantor , Terbayarnya BPJS 

ketenagakerjaan

orang 9 105.000 9 110.160 9 112.000 9 114.000 9 116.000    9 557.160

5.05 - 5.5.0200 -1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor jenis 101 70 105.000    70 100.000 70 105.000 70 110.000 70 115.000 70 120.000    70 655.000

5.05 - 5.5.0200 -1.11 Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan 

dan penggandaan

jenis 16 17 50.000      17 50.000 17 55.000 17 60.000 17 62.000 17 65.000      17 342.000

5.05 - 5.5.0200 -1.12 Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Tersedianya lampu dan 

komponen listrik

jenis 11 17 13.500      20 10.000 20 11.000 20 12.000 20 12.000 20 13.000      20 71.500

5.05 - 5.5.0200 -1.14 Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

Tersedianya peralatan rumah 

tangga

jenis 30 35 15.000      35 16.000 35 17.000 35 18.000 35 19.000 35 20.000      35 105.000

5.05 - 5.5.0200 -1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-

Undangan

Tersedianya bahan bacaan jenis 1 2 15.000      2 16.500 2 17.000 2 18.000 2 19.000 2 20.000      2 105.500

5.05 - 5.5.0200 -1.16 Penyediaan Bahan Logistik Terlaksananya pengisian 48 

tabung gas 12 kg dan air minum 

384 galon

jenis 2 2 16.000      2 13.500 2 14.800 2 15.600 2 16.500 2 17.500      2 93.900

5.05 - 5.5.0200 -1.17 Penyediaan Makanan dan 

Minuman

Tersedianya makan minum 

rapat dan tamu

jenis 2 2 40.000      2 40.000 2 44.000 2 46.000 2 48.000 2 50.000      2 268.000

Tersedianya makan minum 

kegiatan

0

5.05 - 5.5.0200 -1.18 Rapat-rapat koordinasi dan 

konsultasi keluar daerah

Terlaksananya rapat koordinasi 

dan konsultasi ke luar daerah

bulan 12 12 90.000      12 90.000 12 95.000 12 100.000 12 110.000 12 115.000    12 600.000

5.05 - 5.5.0200 -1.19 Pelayanan Administrasi 

Teknis/Keamanan

Terbayarnya penjaga malam 

dan petugas kebersihan

orang 16 17 204.250    8 92.460 8 98.000 8 100.000 8 102.000 8 104.000 8 700.710

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Unit Kerja 

SKPD 

Penanggungja

wab

lokasi

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) dan Kegiatan 

(Output)

Satuan

Data 

Capaian 

pada 

Tahun 

2016

Tahun2017 Tahun2018 Tahun2019 Tahun2020 Tahun2021 Tahun2022
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode 

4
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meningkatnya 

ketersediaan sarana 

prasarana dalam 

menunjang kinerja 

aparatur

presentase  sarpras 

dalam kondisi baik

5.05 - 5.5.0200 -2 Program Peningkatan Sarana 

dan Prasarana Aparatur

Terlaksananya peningkatan 

sarana parasarana aparatur

317.442 551.580 1.318.700 782.000 907.000 746.000 4.622.722

5.05 - 5.5.0200 -2.3 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya bangunan gedung 

kantor

paket 2 58.217      2 210.000 3 450.000    3 200.000    3 200.000    2 200.000 14 1.318.217

5.05 - 5.5.0200 -2.7 Pengadaan Perlengkapan 

gedung kantor

Tersedianya perlengkapan 

gedung kantor 

jenis 18 -     -           4 45.000 16 100.700 12 105.000 1 98.000 29       348.700

5.05 - 5.5.0200 -2.9 Pengadaan Peralatan gedung 

kantor

Tersedianya peralatan gedung 

kantor 

jenis 24 -     -           5 75.000 7 195.000 4 100.000 4 100.000 4 100.000 24       570.000

5.05 - 5.5.0200 -2.10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur jenis 7 -     -           7 21.500 7 60.000 3 60.000 3 60.000 3 65.000 5        266.500

5.05 - 5.5.0200 -2.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Gedung Kantor 

Terwujudnya Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Gedung Kantor 

kegiatan 9 4 64.900      0 60.000 2 60.000 1 60.000 1 30.000 1 50.000 12       324.900

5.05 - 5.5.0200 -2.24 Pemeliharaan rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya Pemeliharaan 

rutin/Berkala Kendaraan 

Dinas/Operasional

jenis 3 3 84.000      3 90.000 3 95.000 3 100.000 3 105.000 3 110.000    3 584.000

5.05 - 5.5.0200 -2.26 Pemeliharaan rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan 

rutin/berkala perlengkapan 

gedung kantor

jenis 3 5 20.000      5 17.000 5 18.000 5 19.000 5 20.000 5 21.000      5 115.000

5.05 - 5.5.0200 -2.28 Pemeliharaan rutin/Berkala 

Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan 

rutin/berkala peralatan gedung 

kantor

jenis 4 3 15.000      3 19.000 3 21.000 3 22.000 3 23.000 3 25.000      3 125.000

5.05 - 5.5.0200 -2.29 Pemeliharaan rutin/Berkala 

Taman

Terlaksananya pemeliharaan 

taman di kecamatan dan 

kelurahan 

lokasi 8 8 15.325      8 14.080 8 19.000 8 21.000 8 24.000 8 27.000      8 120.405

5.05 - 5.5.0200 02.42 Rehabilitasi sedang/ berat 

gedung kantor

Terlaksananya Rehabilitasi 

sedang/ berat gedung kantor

kegiatan 1 1 60.000      3 300.000 3 200.000 3 240.000 1 50.000 10       850.000

meningkatnya 

ketersediaan sarana 

prasarana dalam 

menunjang kinerja 

aparatur

presentase  sarana 

prasarana dalam kondisi 

baik

5.05 - 5.5.0200 -3 Program Peningkatan Disiplin 

Aparatur 

Terlaksananya Peningkatan 

Disiplin Aparatur

      29.000       25.900 25.900       25.900 25.900       25.900 158.500

5.05 - 5.5.0200 -3.2 Pengadaan Pakaian Dinas 

beserta perlengkapannya

Terlaksananya pengadaan 

pakaian dinas 90 PNS dan 17 

THL

kegiatan 1 1 29.000      1 25.900 1 25.900 1 25.900 1 25.900 1 25.900 1 158.500

meningkatnya  kapasitas 

SDM aparatur di 

kecamatan 

presentase SDM yang 

mendapatkan 

peningkatan kapasitas

5.05 - 5.5.0200 -6 Program Peningkatan 

Pengembangan sistem 

Pelaporan Capaian Kinerja 

dan Keuangan

Terlaksananya Peningkatan 

Pelaporan Capaian Kinerja 

dan Keuangan

24.060 15.000 16.500 17.500 18.500 20.000 111.560

5.05 - 5.5.0200 -6.1 Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Tersedianya buku laporan Dokumen 9 8 24.060      9 15.000 9 16.500 9 17.500 9 18.500 9 20.000      9 111.560

meningkatnya partisipasi 

masyarakat dalam 

membayar PBB P2

Tingkat Ketepatan waktu 

wajib pajak membayar 

PBB P2

5.05 - 5.5.0200 -21 Program Peningkatan dan 

pengembangan Pengelolaan 

Keuangan daerah

Terlaksananya Peningkatan 

Pengelolaan Keuangan 

daerah

200.000 225.000 250.000 275.000 300.000 325.000 1.575.000

5.05 - 5.5.0200 -21.1 Intensifikasi PBB Terlaksananya percepatan 

Pembayaran PBB

kec 1 200.000    1 225.000 1 250.000 1 275.000 1 300.000 1 325.000    1 1.575.000

 



Renstra Kecamatan Tingkir Tahun 2017 - 2022 38 
 

 
Meningkatnya peran 

kelompok-kelompok 

pemberdayaan 

masyarakat

Tingkat Fasilitasi 

kegiatan  kelembagaan di 

Kecamatan dan 

kelurahan

5.05 - 5.5.0200 -22 Program Peningkatan 

Keberdayaan Masyarakat

Terlaksananya Peningkatan 

Keberdayaan Masyarakat

754.590 1.151.587 1.135.000 1.157.000 1.179.000 1.201.000 6.906.177

meningkatnya 

ketersediaan  linmas 

sesuai kebutuhan 

masyarakat 

presentase linmas aktif di 

kecamatan tingkir

5.05 - 5.5.0200 -22.1 Pemberdayaan Lembaga dan 

Organisasi Masyarakat 

Perdesaan

Terbinanya petugas RT dan 

RW sekecamatan Tingkir

kec dan 

kel

8 7 611.040    7 790.765 7 820.000 7 830.000 7 840.000 7 850.000    7 4.741.805

meningkatnya penyebar 

luasan informasi layanan 

kepada masyarakat

cakupan wilayah yang 

mendapatkan sosialiasi 

informasi pelayanan

5.05 - 5.5.0200 -22.2 Penyelenggaraan Pendidikan 

dan Pelatihan Tenaga Teknis 

dan Masyarakat

Pembinaan Linmas 150 orang, 

rapat koordinasi FKPM, rapat 

koodinasi Linmas

kec dan 

kel

8 27.125      8 29.425      8 32.000      8 33.000      8 34.000      8 35.000      8 190.550

5.05 - 5.5.0200 -22.3 Penyelenggaraan Diseminasi 

Informasi bagi Masyarakat 

Desa

Terwujudnya ketrampilan 

masyarakat

kec dan 

kel

8 215.072 8 240.000 8 250.000 8 260.000 8 270.000    8 1.235.072

Pelatihan Pengelolaan 

Persampahan 
5.05 - 5.5.0200 -22.5 Fasilitasi peningkatan sarana 

prasarana penyelenggaraan 

pemerintahan Kelurahan

Terfasilitasinya kegiatan tim 

lelang garapan eks tanah 

bengkok

kel 7            7        26.110      6        42.325 6        43.000 6        44.000 6        45.000 6        46.000      6        246.435

5.05 - 5.5.0200 -22.6 Monitoring Evaluasi dan 

Pelaporan

Tersedianya data dan informasi 

pembangunan di wilayah

Kegiatan 1 2 90.315      8 74.000 8 492.315

pendampingan dana hibah 

meningkatnya partisipasi 

masyarakat dalam 

kebersihan lingkungan

Cakupan RW berprestasi 

di bidang kebersihan dan 

kesehatan lingkungan

5.05 - 5.5.0200 -23 Program Peningkatan 

Partisipasi Masyarakat dalam 

Membangun Desa

Terlaksananya Partisipasi 

Masyarakat dalam 

Membangun Desa

318.056 364.323 464.000 476.000 488.000 500.000 2.610.379

5.05 - 5.5.0200 -23.1 Pembinaan kelompok 

masyarakat pembangunan desa

Tercapainya peran serta 

masyrakat dalam upaya 

pengelolaan lingkungan

kec dan 

kel

8 8 318.056    8 364.323 8 385.000 8 395.000 8 405.000 8 415.000    8 2.282.379

meningkatnya partisipasi 

masyarakat dalam 

perencanaan 

pembangunan 

Presentase realisasi 

usulan hasil musrenbang

5.05 - 5.5.0200 -23.6 Monitoring Evaluasi dan 

Pelaporan

Tersedianya data dan informasi 

pembangunan di wilayah

kegiatan 8 79.000 8 81.000 8 83.000 8 85.000 8 328.000

pendampingan dana hibah 

meningkatnya  kapasitas 

SDM aparatur di 

kecamatan 

presentase SDM yang 

mendapatkan 

peningkatan kapasitas

5.05 - 5.5.0200 -24 Program Peningkatan 

Kapasitas Aparatur 

Pemerintahan Daerah

Terlaksananya Peningkatan 

Kapasitas Aparatur 

Pemerintahan Daerah

149.175 99.775 102.000 105.000 108.000 111.000 674.950

5.05 - 5.5.0200 -24.1 Pelatihan aparatur pemerintah 

desa dalam bidang 

pembangunan kawasan 

pedesaaan

Terlaksananya pembinaan 

pegawai

pegawai 8 kegiatan 90 78.875      90 24.775 25.000 90 26.000 27.000 90 28.000      90 209.650

5.05 - 5.5.0200 -24.2 Penyelenggaraan musrenbang Terlaksananya musrenbang 

tingkat kecamatan dan 

kelurahan

kec dan 

kel

8 8 70.300      8 75.000 8 77.000 8 79.000 8 81.000 8 83.000 8 465.300

Meningkatnya peran 

kelompok-kelompok 

pemberdayaan 

masyarakat

Tingkat Fasilitasi 

kegiatan  kelembagaan di 

Kecamatan dan 

kelurahan

5.05 - 5.5.0200 -28 Program Pengelolaan Areal 

Pemakaman

Terlaksananya Pengelolaan 

Areal Pemakaman

10.000 10.000

5.05 - 5.5.0200 -28.1 Koordinasi pengelolaan Areal 

Pemakaman

Terwujudnya koordinasi 

destinasi wisata religi (Kel. 

Tingkir Lor)

kegiatan 1 10.000 10.000
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Meningkatnya peran 

kelompok-kelompok 

pemberdayaan 

masyarakat

Tingkat Fasilitasi 

kegiatan  kelembagaan di 

Kecamatan dan 

kelurahan

5.05 - 5.5.0200 -29 Program Pengelolaan Ruang 

Terbuka Hijau

Terlaksananya Pengelolaan 

Ruang Terbuka Hijau

20.000 400.000 360.000 320.000 290.000 260.000 1.650.000

5.05 - 5.5.0200 -29.1 Pengembangan Taman 

Rekreasi

Terlaksananya pembangunan 

taman

kec dan 

kel

1 20.000      8 400.000 8 360.000 8 320.000 8 290.000 8 260.000    8 1.650.000

Tersedianya Taman disetiap 

Fasilitas Umum (Fasum) 

RT/RW di Kecamatan Tingkir 

Terwujudnya Kampung Tematik 

(Kel. Kutowinaangun Lor) " 

Kampung Hijau'

Terwujudnya Kampung Tematik 

(Kel. Kutowinangun Kidul) 
Terwujudnya Taman Hidroponik 

(Kel. Gendongan)

Terwujudnya Kampung Tematik 

(Kel. Sidorejo Kidul)

meningkatnya kualitas 

kecepatan dan ketepatan 

layanan PATEN 

presentase layanan 

perijinan PATEN yang 

diterbitkan

5.05 - 5.5.0200 -31 Program Peningkatan 

Pelayanan Perijinan Terpadu

Terlaksananya pelayanan 

perijinan terpadu

30.000 30.000 33.000 35.000 37.000 39.000 204.000

5.05 - 5.5.0200 -31.1 Pembinaan penyelenggaraan 

pelayanan perijinan

Terwujudnya pemberian 

perijinan PATEN

kegiatan 6 6 30.000      6 30.000 6 33.000 6 35.000 6 37.000 6 39.000 6 204.000

Meningkatnya peran 

kelompok-kelompok 

pemberdayaan 

masyarakat

Tingkat Fasilitasi 

kegiatan  kelembagaan di 

Kecamatan dan 

kelurahan

5.05 - 5.5.0200 -35 Program Pengelolaan 

Kekayaan Budaya

Terlaksananya Pengelolaan 

kekayaan Budaya

40.000 155.000 195.000 200.000 240.000 245.000 1.075.000

5.05 - 5.5.0200 -35.1 Partisipasi Masyarakat dalam 

Pengelolaan Kekayaan Budaya

Terlaksananya Pentas seni 

dalam rangka menyambut tahun 

baru

kegiatan 40.000      1 50.000 1 55.000 1 60.000 1 65.000 1 70.000 1 340.000

Terlaksananya Kirab Budaya di 

6 kelurahan

kelurahan 6 90.000 6 120.000 6 120.000 6 150.000 6 150.000 6 630.000

Terlaksananya Kirab Budaya di 

Kel Tingkir Tengah 

kelurahan 1 15.000 1 20.000 1 20.000 1 25.000 1 25.000 1 105.000

2.502.073 3.639.725 4.573.970 4.086.755 4.317.743 4.225.576 15.557.797TOTAL
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran 

RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan 

kinerja yang akan dicapai OPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai 

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. 

 

Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran 

RPJMD disusun dalam tabel 6.1 berikut : 

 

Tabel 7.1 

Indikator kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

 

No Indikator 

Kondisi 

Kinerja 

pada 
awal 

periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 

Kondisi 

Kinerja 

pada 
akhir 

Periode 

RPJMD Tahun 

2017 

Tahun 

2018 

Tahun 

2019 

Tahun 

2020 

Tahun 

2021 

Tahun 

2022 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 1. Tingkat Ketepatan waktu 

wajib pajak membayar 

PBB P2 

80 82 83 85 87 88 88 

 2. Tingkat fasilitasi kegiatan 

kelembagaan di kecamatan 

dan kelurahan 

78 82 83 84 85 86 86 

 3. Cakupan RW berprestasi 
di bidang kebersihan dan 

kesehatan lingkungan 

83 83 84 84 85 85 85 

 4. Persentase realisasi usulan 

hasil musrenbang 

50 53 55 56 58 60 60 

 5. Survei Kepuasan 

Masyarakat  

84 85 87 89 90 92 92 

6. Persentase layanan 

perijinan PATEN yang 
diterbitkan 

97 97 97 97 97 97 98 
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BAB VIII 

P E N U T U P 

 

8.1  Pedoman Transisi 

Pedoman Transisi dimaksudkan untuk menjembatani 

kekosongan dokumen perencanaan pada Tahun 2017, sehingga 

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tingkir  Tahun 2017 yang telah 

disusun pada Tahun 2016 mempunyai dasar acuan. 

Program-program pembangunan pada masa transisi diarahkan 

untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan hasil-hasil 

pembangunan, maka program pembangunan pada Tahun 2017 tetap 

dilanjutkan program-program yang telah dilaksanakan pada tahun-

tahun sebelumnya. Oleh karena setiap Kecamatan Tingkir  dalam 

menyusun perencanaan pembangunan pada Tahun 2017 tetap 

mengacu kepada program-program Kota Salatiga yang telah 

ditetapkan dalam dokumen. 

 

8.2  Kaidah Pelaksanaan 

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tingkir  Tahun 2017-

2022 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota 

Salatiga selama 5 (lima) tahun mendatang dengan memperhatikan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Salatiga 

yang disesuaikan dengan RPJM Provinsi Jawa Tengah serta RPJM 

Nasional dalam kerangka sinkronisasi pembangunan regional dan 

nasional. 

Dengan adanya Dokumen RENSTRA Kecamatan Tingkir  ini, maka 

ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 

1. Kecamatan  Tingkir    berkewajiban   menyusun    RENSTRA       

Tahun 2017-2022 dengan berpedoman kepada RPJMD Kota 

Salatiga Tahun 2017-2022. 

2. RENSTRA Kecamatan Tingkir sebagai pedoman dalam menyusun 

Rencana Kerja (RENJA) yang selanjutnya dilaksanakan melalui 

program dan kegiatan. 

3. Program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan 

program Kecamatan Tingkir  sebagai bahan / pedoman evaluasi 

kinerja dan penyusunan LKJiP Kecamatan Tingkir. 
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4. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen 

RENSTRA Kecamatan Tingkir  adalah merupakan sasaran dan 

indikator kinerja SKPD yang disinergikan dengan dokumen 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 

Salatiga sebagai acuan Rencana Strategis (RENSTRA) 2017-2022 

Kecamatan Tingkir. 

5. RENSTRA Kecamatan Tingkir  adalah sebagai wujud 

pertanggungjawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan 

kebijakan yang dipercayakan kepada OPD Kecamatan Tingkir. 

6. RENSTRA Kecamatan Tingkir  Tahun 2017-2022 disusun 

diharapkan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan walaupun dalam pelaksanaan 

kegiatan tersebut masih belum sepenuhnya mampu mencapai 

tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. 

Namun secara umum RENSTRA Kecamatan Tingkir tersebut sudah 

mencakup semua program Pemerintahan dan Pembangunan serta 

pemberdayaan kepada masyarakat. 

 

 

 Salatiga,                    2017 

CAMAT TINGKIR 

  
 
 

 
 

NUNUK DARTINI, S.Pd, MSi 

Pembina Tk.I 
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